NOMOR : 6

LEMBARAN DAERAH

SERI yE

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN
2011 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM KAWASAN PERUMAHAN, PERDAGANGAN DAN

Menimbang

INDUSTRI OLEH PENGEMBANG DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Penyediaan ~dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum Kawasan Perumahan, Perdagangan dan
Industri Oleh Pengembang di Kota Bekasi, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor
12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan
dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan
Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang
di Kota Bekasi, dalam penyediaan lahan TPU masih
terdapat ketentuan yang belum diatur jelas;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun
2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan,
Perdagangan dan Industri Oleh Pengembang di Kota
Bekasi.



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2013);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang. Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah  Tingkat Il Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1996 Nomor
111, Tambahan Lembaran -Negara Republik Indonesia
Nomor 3663);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara-Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

. Undang-Undang ©“ Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan.. dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah

Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5252);



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun--2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran . Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang
Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan
Tempat Pemakaman. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik-indonesia Nomor 3350);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik ‘Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas dan Permukiman di Daerabh;

15.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bekasi
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor
13 Tahun 2011 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Bekasi Nomor 1);



16.

17.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011
tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan
Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E), telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 16 tahun 2011 tentang Penyediaan /.dan
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas “Umum
Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri-Oleh
Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota
Bekasi Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.DAERAH KOTA BEKASI

Menetapkan

dan
WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN "UTILITAS KAWASAN PERUMAHAN, PERDAGANGAN

DAN INDUSTRI OLEH PENGEMBANG DI KOTA BEKASI.

Pasal |

Ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun
2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Oleh Pengembang di
Kota-Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011
tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Oleh Pengembang di Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 12 Seri E), diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 13

(1) Kewajiban  pengembang menyediakan sarana pemakaman/tempat
pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
angka 7 adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang sebagai
persyaratan untuk penerbitan IMB, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

untuk pengembang yang dikenakan kewajiban menyediakan lahan
tempat pemakaman umum dengan luas lahan kurang dari 100. m2,
diwajibkan menyetorkan dana konpensasi ke Kas Daerah dengan formula
sebagai berikut :

Dana TPU = Koef TPU x X .p X NJOP 5

Dimana : Koef TPU = 1,5 x 2,5 x NJOP lokasi TPU
45 x NJOP lokasi pembangunan

2Zip = Jumlah Luas Lantai Dasar Bangunan
dan/atau Luas Seluruh Lantai Bangunan
NJOP » = NJOP Lokasi Pembangunan

. untuk pengembang yang dikenakan kewajiban menyediakan lahan

tempat pemakaman umum dengan.luas lahan sama dengan atau lebih
dari 100 m2, maka diwajibkan menyediakan lahan tempat pemakaman
umum pada lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang
Kota Bekasi.

formula perhitungan luas lahan untuk penyediaan tempat pemakaman
umum sama dengan perhitungan konpensasi dalam bentuk setoran
dana yang kemudian. dibagi kembali dengan NJOP lokasi TPU, sehingga
secara formulasi kewajiban penyediaan lahan TPU sebagai berikut :

Penyediaan Luas lahan TPU = Hasil Perhitungan Dana TPU
NJOP lokasi TPU

(2) Untuk pengembang yang diwajibkan menyediakan tempat pemakaman
umum dalam bentuk lahan, maka lahan yang diserahkan harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut :

a.
b.

lahan pemakaman dalam bentuk sudah siap pakai;

dilampirkan bukti pengikatan status lahan atas nama pemerintah kota
Bekasi;

penyerahan lahan tempat pemakaman umum dalam bentuk sertifikat
atas nama Pemerintah Kota Bekasi;

. dalam hal sertifikasi lahan tempat pemakaman umum belum selesai,

maka dalam proses penyerahan tempat pemakaman umum harus
disertakan bukti keterangan masih dalam proses pengurusan dari
Badan Pertanahan Kota Bekasi.



Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Pebruari 2018

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT ‘EEFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 6 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(6/29/2018)



